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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang 

lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti 

akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan 

kematian. Akibat hukum yang kemudian timbul dengan 

terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di 

antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan 

kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang 

yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya 

seseorang, diatur oleh hukum waris.
1
 hukum waris juga 

disebut sebagai  fiqh mawaris yang berasal dari lafadz Al-

Mawarits merupakan jamak dari lafal Mirats. Maksudnya 

adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan 

diwarisi oleh yang lainnya (ahli waris).
2
 

                                                             
1
  Eman Suparman, “Hukum Waris Indonesia”, (Bandung : 

Refika Aditama, 2011), h. 1. 
2
 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris 

Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2008), h. 14. 
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Hukum kewarisan merupakan suatu washilah yang 

sangat besar pengaruhnya dalam kepemilikan harta dan 

memindahkannya dari seseorang kepada yang lain. Al-

Qur‟an telah menerangkan hukum-hukum kewarisan, 

dengan keadaan masing-masing waris dan yang bukan 

waris dengan cukup sempurna, hal itu untuk 

menghindarkan dari sengketa di antara para ahli waris. 

Islam mengatur:
3
 

1. Hak-hak yang berpautan dengan harta peninggalan 

2. Tertib urutan hak-hak itu 

3. Syarat-syarat memberikan harta kepada para ahli 

waris 

4. Sebab-sebab pusaka 

5. Penghalang-penghalang pusaka 

6. Bagian masing-masing waris 

7. Orang-orang yang mendapatkan pusaka 

8. Orang orang yang tidak mendapatkan pusaka 

                                                             
3
 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris 

Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam, (Semarang: PT. 

Pustaka Rizki Putra, 2010), Ed-3, h. 6-7. 
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9. Cara-cara membagi pusaka 

10. Hukum-hukum yang berpautan dengan harta 

pusaka. 

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang 

telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku 

dengan sendirinya tanpa usaha dari yang meninggal atau 

kehendak dari yang menerima. Hal itu disebut sebagai 

ijbari. Secara leksikal kata ijbari mengandung arti paksaan 

(compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak 

sendiri.
4
 Dengan demikian, dalam pengaturan hukum waris 

Islam tidak dapat dicampuradukkan dengan pandangan-

pandangan dari beberapa sumber hukum lain yang berbeda, 

terutama hukum yang menyangkut aspek ketuhanan atau 

keagamaan seperti hukum waris bagi umat Islam tersebut. 

Pengelolaan hukum kewarisan yang baik dan 

mengutamakan rasa keadilan tentu akan berdampak positif 

bagi masyarakat yang ada dalam suatu negeri. Di Indonesia, 

Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil loka karya para 
                                                             

4
 Hikmatullah, Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam, 

(Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten, 2018), h. 23. 
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ulama dan cendikiawan yang berisi tiga buku hukum yaitu: 

Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang 

Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum 

Perwakafan, merupakan tonggak pondasi yang kokoh bagi 

umat Islam di Indonesia untuk menjadikan Kompilasi 

Hukum Islam sebagai buku hukum yang menjadi rujukan 

dan diyakini sebagai hasil Ijma‟ Ulama Indonesia.
5
 

Sebagai masyarakat muslim Indonesia yang 

mayoritas, tentu sangat membutuhkan pengaturan hukum 

kewarisan yang adil berdasarkan syariat Islam yang tunduk 

pada hukum Allah SWT. Adanya asumsi bahwa praktik 

penegakan hukum waris Islam di Pengadilan Agama dan 

pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim 

Indonesia tampak belum menggunakan hukum Islam secara 

kaffah dan sebagian lebih didasarkan pada hukum adat 

(customary law) bukan berdasarkan hukum waris Islam 

(fiqh al-mawaris).
6
 

                                                             
5
 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di 

Indonesia, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), Cetakan I, h. 6. 
6
 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di 

Indonesia,..., h. 1. 
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Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai 

kesepakatan hukum para ulama Indonesia dan menjadi 

salah satu sumber rujukan bagi hakim Pengadilan Agama 

dan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara perdata 

Agama yang diajukan kepadanya tampaknya masih 

bermasalah. Menurut dari sebagian para ahli bahwa ada 

beberapa pasal di dalamnya yang sedikit berbeda bahkan 

menyimpang, keluar dari tatanan hukum Islam baik dari 

nash Al-Qur‟an dan As-Sunnah maupun Ijma dan Ijtihad 

para Sahabat, bahkan tidak ada ketentuan atau keterangan 

yang diatur oleh para Imam empat madzhab dan ulama 

pengikutnya.  

Adapun salah satu pasal yang dipandang 

bermasalah tersebut adalah Pasal 185 Tentang Penentuan 

Ahli Waris Pengganti. Pasal ini diduga kuat telah 

dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum barat. Bahkan 

diduga telah bergeser dari ketentuan norma hukum waris 

Islam.
7
 Hal ini terbukti bahwa tidak ada satupun kitab 

                                                             
7
 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di 

Indonesia,..., h. 14. 
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rujukan yang mengatur tentang penggantian ahli waris, 

termasuk 13 kitab utama yang menjadi rujukan di dalam 

menghimpun Kompilasi Hukum Islam. 13 kitab fiqh 

tersebut yaitu: Al-Bajuri, Fathu Al-Mu‟in, Asy-Syarkawi 

„Ala At-Tahrir, Al-Qalyubi/Al-Mahalli, Fathu Al-Wahhab 

Wa Syarhuh, At-Tuhfah, Targhib Al-Musytaq, Al-Qawanin 

Asy-Syar‟iyyah Li Sayyid Bin Yahya, Al-Qawanin Asy-

Syar‟iyyah Li Sayyid Shadaqoh Dachlan, Asy-Syamsuri Fi 

Al Faraidh, Bughyah Al-Murtasyidin, Al-Fiqh „Ala 

Madzahib Al-Arba‟ah, Al-Mughni Al-Muhtaj
8
 

Dalam hukum waris secara umum apabila 

seseorang meninggal, meninggalkan seorang anak dan cucu 

baik laki-laki maupun perempuan yang ditinggal mati oleh 

orang tuanya lebih dahulu dari si kakek, dalam hal ini  

apakah si cucu mendapatkan warisan? Kalau mengacu 

kepada pendapat jumhur tentu seorang cucu akan terhijab 

oleh saudara ayahnya atau paman dari si cucu dan cucu 

dalam hal ini tidak berhak mendapatkan waris. Sedangkan 

                                                             
8
 Sukris Sarmadi, Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris 

Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2012), h. 19. 
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di Indonesia pengaturan kewarisan yang mengacu pada 

Kompilasi Hukum Islam seorang cucu baik laki laki 

maupun perempuan bisa mendapatkan harta waris, dengan 

cara menaikan status hukum sebagai ahli waris 

menggantikan orang tuanya yang meninggal terlebih 

dahulu. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ada 

ketimpangan hukum antara hukum Islam murni menurut 

jumhur dan pengaturan hukum Islam yang dibuat 

belakangan, yang dianggap itu adalah pembaharuan hukum 

Islam yang lebih menekankan keadilan dan sesuai dengan 

kenyataan adat di Indonesia. 

Oleh karena itu, menjadi hal menarik untuk diteliti 

mengenai landasan-landasan teori hukum, alasan-alasan 

atau bahkan implikasi lain hingga lahirnya ketentuan ahli 

waris pengganti yang tertuang pada Pasal 185 KHI tersebut. 

Maka  inilah yang menjadi daya tarik untuk dikaji dan 

diteliti oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “KONSEP 
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KHI TENTANG PENENTUAN AHLI WARIS 

PENGGANTI (KAJIAN PASAL 185 KHI)” 

B. Perumusan Masalah 

Mengacu kepada permasalahan tersebut, penulis 

merumuskanya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep ahli waris pengganti dalam 

Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat menerima 

harta waris? 

2. Apa dasar hukum dimasukkannya ketentuan ahli 

waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum 

Islam? 

3. Bagaimana solusi Al-Quran menjamin 

kesejahteraan kaum kerabat atau keturunan yang 

tidak mendapat hak waris? 

 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan kepada penelitian dalam 

bentuk studi analisa penetapan Ahli Waris Pengganti di 

dalam Kompilasi Hukum Islam melalui penelitian 
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kepustakaan (library research). Mengingat luasnya 

pembahasan mengenai masalah hukum kewarisan, maka 

pada pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanya 

menyangkut pada penetapan ahli waris pengganti di dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

Pada dasarnya ketentuan ahli waris pengganti 

dalam Kompilasi Hukum Islam memang diperbolehkan, 

akan tetapi ketentuan tersebut tidak tertera dalam nash Al-

Quran dan As-Sunnah bahkan tidak ada pembahasannya di 

dalam kitab-kitab klasik sekalipun. Ketentuan-ketentuan ini 

diberlakukan tidak lain berdasarkan hanya untuk mencapai 

keadilan bagi cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih 

dahulu dari kakek. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan pasang surutnya diskursus ketentuan waris 

bagi ahli waris pengganti dalam konteks hukum waris di 

Indonesia  yang secara normatif terkait dengan masalah 
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asas, sejarah dan peraturan perundangan. Adapun secara 

khusus penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui konsep ahli waris pengganti dalam 

Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat menerima 

harta waris. 

2. Untuk mengetahui dasar hukum dimasukkannya 

ketentuan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi 

Hukum Islam. 

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi Al-Quran 

menjamin kesejahteraan kaum kerabat atau keturunan 

yang tidak mendapat hak waris. 

 

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran atau khazanah 

ilmiah di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya 

dalam hukum kewarisan terkait ketentuan ahli waris 

pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Serta 
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memperluas pola fikir penulis dan pembaca pada umumnya 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi 

bahan kajian atau pemikiran lebih lanjut dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar 

dapat menciptakan unifikasi dalam bidang hukum 

kewarisan untuk menuju kodifikasi hukum,  hingga dapat 

mewujudkan hukum waris islam nasional yang sesuai 

dengan nash Al-Quran dan As-Sunnah. 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No 

Nama Penulis / Judul 

/ Universitas 

Substansi Keterangan 

1 Dian Hadiningsih / 

Kedudukan Ahli 

Waris pengganti 

Menurut Kompilasi 

Hukum Islam dan 

KUHPerdata / UIN 

Skripsi ini membahas 

tentang perbandingan 

ketentuan ahli waris 

pengganti dalam 

Kompilasi Hukum Islam 

dan KUHPerdata. 

Metode yang 

digunakan yakni 

komparatif yaitu 

membandingkan 

kedudukan ahli 

waris pengganti 
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Sultan Maulana 

Hasanuddin Banten 

di dalam KHI 

dan 

KUHPerdata. 

2 Muhamad Romdoni / 

Analisis Yuridis 

Terhadap Penetapan 

Ahli Waris Pengganti 

Menurut Kompilasi 

Hukum Islam (Studi 

Analisa Penetapan PA 

Serang No. 

148/Pdt.P/2012/PA.Sr

g.) / UIN Sultan 

Maulana Hasanuddin 

Banten. 

Skripsi ini menganalisis 

tentang penetapan ahli 

waris pengganti pada 

putusan Pengadilan 

Agama Serang 

No.148/Pdt.P/2012/PA.S

rg dan dasar 

pertimbangan hakimnya. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif dengan 

pendekatan 

normatif yang 

bersifat 

deskriptif 

analisis  

 

Penelitian terhadap permasalahan mengenai ahli 

waris pengganti memang  sudah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, seperti yang sudah penulis uraikan di atas terdapat 

dua peneliti yang membahas mengenai ahli waris 
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pengganti. Tetapi pokok pada pembahasan yang diangkat 

oleh para peneliti di atas berbeda-beda. Begitu pula dengan 

pokok pembahasan yang penulis bahas  dalam penelitian 

ini. Adapun dalam penelitian ini membahas ketentuan ahli 

waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, 

yang ketentuannya tidak ada dalam nash al-quran dan as-

sunnah namun dimasukkan ke dalam salah satu pasal dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

Dalam menguraiakan permasalahan dalam skripsi 

ini penyusun menggunakan teori kredo dan teori kedaulatan 

Tuhan. secara filsafat hukum Islam, kredo sangat identik 

dengan kata syahadah yang bermakna sebagai persaksian. 

Menurut teori kredo untuk mereka yang telah mengucapkan 

kalimat syahadah atau persaksian kepada Allah SWT 

maupun kepada Nabi Muhammad SAW, maka mereka 

diharuskan untuk melaksanakan hukum Islam, hal itu 

sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori 

kredo merupakan kelanjutan  atau turunan dari At-Tauhid 



 14 

(prinsip ketuhanan), dimana setiap muslim harus tunduk 

dan patuh kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah 

SWT dalam Al-Quran dan Rasul dalam Sunnahnya. 

Sedangkan teori kedaulatan Tuhan, yang 

dikembangkan oleh Abul „Ala Al-Maududi, beliau 

menjelaskan bahwa Tuhan merupakan sang Maha Tunggal 

yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Dengan begitu 

dapat dipahami bahwa konsepsi tentang hukum apabila 

bertentangan dengan ajaran hukum Tuhan maka sebaiknya 

ditolak bagaimana pun bentuknya. Karena menurutya 

segala macam teori dan ajaran hukum yang tidak bersumber 

dari ajaran Tuhan berarti menolak kedaulatan Tuhan.
9
 

Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud hukum 

Islam yang bercorak keindonesiaan. Kompilasi Hukum 

Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini 

ketua Mahkamah Agung dan Mentri Agama (melalui Surat 

Keputusan Bersama) dan pengakuan ulama dari berbagai 

unsur. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan 

                                                             
9
 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di 

Indonesia,..., h. 21. 
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konsensus (ijma‟) ulama dari berbagai “golongan” melalui 

loka karya yang dilaksanakan secara nasional, yang 

kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.
10

 

Adapun kewarisan (al-mirats) disebut juga dengan 

Al-faraidh atau faraidh kata jama‟ dari faraidhah yang 

berati sesuatu yang diwajibkan, yakni diwajibkan terhadap 

sesuatu yang sudah di tetapkan.
11

 Adapun harta warisan 

dalam istilah fara‟id dinamakan tirkah (peninggalan) yaitu 

sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik 

berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat 

Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Hak waris 

seseorang tidaklah muncul tiba-tiba tetapi keberadaannya 

didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi daripada 

hak-hak yang meninggal dunia dan harta waris hanya dapat 

dibagikan dengan syarat sebagai berikut: 

                                                             
10

  Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem 

Hukum Nasional, (Pamulang Timur : PT Logos Wacana Ilmu, 1999) 

Cetakan I, h. 8. 
11

 Yusuf Somawinata, Ilmu Faraid Ahli Waris, Bagian 

Penerimaan dan cara Pembagian Waris, (Tangerang Selatan : Penerbit 

Sintesis, 2013) Cetakan I, h. 1. 
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1. Orang yang mewariskan harta benar-benar telah 

meninggal dunia. 

2. Ahli waris yang akan mendapatkan warisan benar 

benar masih hidup meskipun masa hidupnya 

hanya sebentar saja. 

3. Diketahui dengan jelas hubungan ahli waris 

dengan si pewaris. 

4. Satu alasan yang menetapkan seseorang bisa 

mendapatkan harta waris. 

 

Seiring dengan perkembangan zaman kondisi 

sosial masyarakat menuntut adanya pembaharuan hukum 

Islam yang sesuai dengan keadaan zaman. Pembaharuan 

hukum kewarisan Islam salah satunya dalam kedudukan 

harta waris cucu ketika orang tuanya meninggal lebih 

dahulu daripada kakeknya sudah tidak dipahami sebagai 

kerabat jauh yang dalam solusi penyelesaiannya dengan 

menggunakan wasiat wajibah seperti halnya di Mesir.
12

 

Pembaharuan hak waris cucu di dalam Kompilasi Hukum 

                                                             
12

 Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di 

Indonesia,..., h. 1. 
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Islam di Indonesia mempertimbangkan lebih jauh bagi 

kemaslahatan cucu setelah ayahnya meninggal.  

Pembaharuan mengenai konsep ahli waris 

pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tentunya tidak 

lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan 

konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas 

menurutnya dalam Al-Qur'an surat An-Nisa‟(4): 33; 

 

ا تَ رَكَ الْوَالِدَانِ وَالْْقَْ رَبوُنَ  وَالَّذِينَ  ۚ  وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ  ۚ  عَقَدَتْ أيَْمَانُكُمْ فَآتوُهُمْ نَصِيبَ هُمْ 

 شَيْءٍ شَهِيدًا
 

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta 

yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami 

jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan 

mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. 

Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.
13

 
 

Di dalam surah An-Nisa‟ ayat 33 tersebut tersirat 

adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris 

pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi 

                                                             
13

 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur‟an Bayan Solusi 

Memahami Kandungan Al-quran Secara Tematik, (Jakarta : CV. Bayan 

Qur‟an, 2012), h. 83. 
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Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang 

berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Prof. Hazairin 

menafsirkan ayat tersebut menjadi: “Dan bagi setiap orang 

itu, Aku (Allah) telah mengadakan ahli waris (mawali) bagi 

harta peninggalan ibu bapak dan keluarga dekat (al-

aqrabun). Dan bagi setiap orang itu Aku (Allah) telah 

mengadakan ahli waris (mawali) bagi harta peninggalan 

seseorang dengan siapa kamu telah mengikat janji, karena 

itu, maka berikanlah kepada mereka itu, yakni kepada 

mawali itu, bagiannya masing-masing”.
14

 

Menurut penafsiran Hazairin di atas, jelas bahwa 

al-Qur‟an telah mengadakan mawali (ahli waris pengganti) 

bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan 

keluarga dekat. Dari pemaparan di atas, konsep ahli waris 

pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas 

dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar 

hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada 

pendapatnya Prof. Hazairin mengenai mawali (ahli waris 

                                                             
14  Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur‟an dan 

Hadith, (Jakarta: Tinta Mas, 1982), h. 8. 
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pengganti) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat 

An-Nisa‟(4) : 33. Jadi, konsep ahli waris pengganti di 

dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk 

ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli 

waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris. 

Maksudnya; ahli waris pengganti berlaku tidak 

hanya untuk keturunan ke bawah saja, akan tetapi 

ahli waris keturunan ke samping (saudara). 

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian 

yang diterima waris pengganti tidak boleh 

melebihi (maksimal sama) dari bagian yang 

seharusnya yang diganti. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapatnya Hazairin 

bahwasanya dalam persoalan keutamaan yang telah 

dirumuskan dalam Al-Qur‟an disebutkan bahwa kedudukan 

ayah dan anak beserta keturunannya harus lebih 

diutamakan.  Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan 
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cucu baik keturunan laki-laki maupun keturunan 

perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan 

ayahnya. Dari rumusan ini dapat diketahui sistem 

kewarisan yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam 

sudah mengalami pergeseran dari sistem kewarisan Sunni.  

 

H. Metode Penelitian 

Adapun langkah langkah praktis yang 

dikemukakan dalam penulisan skripsi ini, pada dasarnya 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research) 

yang diklasifikasi menjadi beberapa metode sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Adapun rancangan yang digunakan penyusun 

dalam model penelitian ini adalah dengan metode kualitatif 

yaitu metode yang bersifat deskriptif menggunakan analisis 

mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai 

bahan pendukung serta menghasilkan teori. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam skripsi ini penulis 

kelompok-kan menjadi dua sumber yang saling berkaitan, 

yaitu sumber primer dan sekunder . 

Adapun sumber primer yang dimaksud  dengan 

cara meneliti sejarah hingga dibentuknya Kompilasi 

Hukum Islam, kitab-kitab klasik terjemahan yang menjadi 

rujukan pembentukan Kompilasi Hukum Islam, dan buku-

buku terkait dasar-dasar pertimbangan hukum hingga 

dicantumkan Pasal 185 ke dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Adapun sumber-sumber sekunder penyusun 

mengambil dari berbagai literatur yang berhubungan 

dengan kajian yang dibahas. 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data ini penyusun 

menggunakan analisis isi (content analys), yaitu analisis 

data yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai 

isi dan maknanya maupun struktur wacana. Melalui 

pendekatan normatif yang bersifat deskriptif analisis yaitu 
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mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada 

masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian 

dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah  dan 

dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 

4. Pedoman Penulisan 

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis 

berpedoman kepada buku panduan yang dikeluarkan oleh 

Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 

Tahun 2019. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan skripsi ini, penulis membagi 

pembahasan ini menjadi beberapa bab  dan subbab  

pembahasan, yaitu : 

Bab I.  Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang 

masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian 

terdahulu yang relevan, krangka pemikiran, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II. Tinjauan umum tentang Kompilasi Hukum 

Islam, meliputi : pengertian Kompilasi Hukum Islam, 

sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, dan materi 

pokok Kompilasi Hukum Islam. 

Bab III. Tinjauan umum tentang ahli waris dan ahli 

waris pengganti, meliputi : pengertian ahli waris, 

pembagian ahli waris dan pengertian ahli waris pengganti. 

Bab IV. Analisis konsep penentuan ahli waris 

pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam, meliputi : 

konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum 

Islam, dasar hukum dimasukkannya ketentuan ahli waris 

pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

bagaimana solusi Al-Quran menjamin kesejahteraan kaum 

kerabat atau keturunan yang tidak mendapat hak waris. 

Bab V. Penutup, meliputi: kesimpulan dan saran. 


